MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 155 TAHUN 2004

TENTANG


TATACARA PERESMIAN, PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA
DAN PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA DPRD
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 55, Pasal 57, Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, perlu ditetapkan Tatacara Peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat 
:
1.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 
: 
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATACARA PERESMIAN, PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DAN PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA DPRD HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004.

BAB I

KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota periode 2004-2009 yang dipilih berdasarkan hasil Pemrlihan Urnum Tahun 2004.

b. Gubernur, Bupati atau Walikota adalah masing-masing sebagai kepala pernerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota

c. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang se!anjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi atau Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota.

d. Pimpinan Sementara DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi atau Ketua dan VVakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten/ Kota.

e. Kinerja kolektif adalah kinerja Pimpinan DPRD yang selalu mencerminkan kebersamaan sebagai satu kesatuan kepemimpinan.

f. Hak protokoler adalah hak seseorang yang menduduki jabatan tertentu untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

g. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pernilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

BAB II

PENETAPAN DAN PERESMIAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

(1)
DPRD terdiri atas anggota DPRD dari Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004.

(2) Nama-nama anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif ditetapkan oleh KPU Provinsi bagi anggota DPRD Provinsi dan oleh KPU Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Nama-nama anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh KPU Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Anggota DPRD Provinsi dan ole,i KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KPU.

Pasal 3

(1)
Peresmian keanggotaan DPRD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan bagi keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden.

(2)
Selama menjadi anggota DPRD, yang bersangkutan berdomisili di Ibukota Provinsi bagi DPRD Provinsi dan berdomisili di Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi DPRD Kabupaten/Kota.

BAB III

PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI


Pasal 4

(1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapan sumpah/janji secara bersama-sarna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

(2) bagi anggota DPRD Provinsi dan oleh Ketua Pengadilan Negeri bag; anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Rapat Paripurna DPRD.
(3) Sumpah/janji anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."

(2) Sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya dan seadil​-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 5

Pada waktu pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing meliputi :

a. Bagi penganut agama Islam didahului dengan pengucapan kalimat "Demi Allah saya bersumpah";

b. Bagi penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan pengucapan kalimat "Semoga Tuhan menolong saya";

c. Bagi penganut agama Budha didahului dengan pengucapan kalimat "Demi Hyang Adi Budha";

d. Bagi penganut agama Hindu didahului dengan pengucapan kalimat "Om Atah Paramawisesa";

BAB IV

TATA URUTAN ACARA, TATA TEMPAT DAN TATA PAKAIAN Pasal 6

Tata urutan acara Rapat Paripurna DPRD untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD adalah rneliputi :

a. Pembukaan rapat oleh Ketua DPRD periode 1999-2004.

b. Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD Provinsi oleh Sekretaris DPRD Provinsi dan Keputusan Gubernur atas nama Presiden bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota.

c. Para anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokan agamanya masing-masing.

d. Pengucapan sumpan/janji anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi bagi anggota DPRD Provinsi dan oleh Ketua Pengadilan Negeri bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

e. Penandatanganan berita acara pengucapan surnpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

f. Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menerpati kursi anggota DPRD yang telah disediakan.

g. Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD.

h. Penyerahan Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara sirnbolis dengan penyerahan Palu Pimpinan, setelah itu Pimpinan lama menempati tempat duduk yang telah disediakan.

i. Sambutan Pimpinan Sementara DPRD.

j. Sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Gubernur bagi DPRD Provinsi dan sambutan Gubernur yang dibacakan Bupati/Walikota bagi DPRD Kabupaten/Kota.

k. Pembacaan do'a oleh Kepala Kantor Departemen Agama setempat.

l. Penutupan rapat oleh Pimpinan Sementara DPRD.
m. Penyampaian ucapan selamat.

Pasal 7

Tata tempat dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD adalah meliputi :

a. 
Dibelakang meja pimpinan duduk bersama terdiri dari :

1) Pimpinan DPRD disebelah kiri Gubernur/Bupati/Walikota;

2) Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri disebelah kanan Gubernur/Bupati/Walikota;

b.
Anggota DPRD "lama" dan calon anggota DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 menduduki tempat yang telah disediakan secara khusus.

c.
Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;

e. Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan undangan, tempat duduknya diatur sesuai kedudukan protokoler masing-masing. 

f. Pers/Crew TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 8

Tata Pakaian yang digunakan dalam Rapat Paripurna DPRD pada acara pengambilan sumpah/janji anggota DPRD adalah meliputi :

a. Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan.

b. Gubernur/Bupati/Walikota menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional.

c. Anggota DPRD lama dan calon anggota DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, untuk pria menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional.

d. Undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan Pakaian Dinas Upacara, undangan sipil pria menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional.

BAB V

PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD YANG BERHALANGAN


Pasal 9

(1) Apabila seorang atau lebih anggota DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 yang berhalangan hadir pada acara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang bersangkutan dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

(2) Tatacara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri ini.

BAB VI

PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD

DI DAERAH YANG BARU DIBENTUK

Pasal 10

Pelaksanaan acara oengucapar, sumpah/janji bagi anggota DPRD di daerah yang baru dibentuk tidak dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD dan acara dipandu oleh pembawa acara.

Pasal 11

(1)
Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 10 adalah meliputi:

a. Kata pengantar oleh pembawa acara;

b. Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD Provinsi dan Keputusan Gubernur atas nama Presiden oleh Sekretaris DPRD atau Pejabat yang ditunjuk;

c. Para anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokan agamanya masing-masing;

d. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi bagi anggota DPRD Provinsi dan oleh Ketua Pengadilan Negeri bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota;

e. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan yang bersangkutan;

f. Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi anggota DPRD;

g. Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD atau Pejabat yang ditunjuk;

h. Sambutan Pimpinan Sementara DPRD; 

i. Sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Penjabat Gubernur bagi DPRD Provinsi dan sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Penjabat Bupati/Walikota bagi DPRD Kabupaten/ Kota;

j. Pembacaan do'a oleh Kepala Kantor Departemen Agama setempat atau Pejabat yang ditunjuk;

k. Penutupan acara oleh pembawa acara Penyarnpaian ucapan selamat;

 (2) Bagi daerah yang belum mempunyai Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Pejabat Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri daerah induk.

Pasal 12

Tata tempat pada acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD di daerah yang baru dibentuk meliputi :

a. Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri duduk disebelah kanan Penjabat Gubernur/Bupati/ Walikota.

b. Sekretaris DPRD/Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kiri Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota.

c. Calon anggota DPRD menduduki tempat yang disediakan secara khusus.

d. Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan undangan, tempat duduknya diatur sesuai kedudukan protokoler masing-masing.

e. Pers/krew TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 13

Tata pakaian yang digunakan dalarn acara pengambilan sumpah/janji anggota DPRD di daerah yang baru dibentuk meliputi :

a. Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai dari ketentuan instansi yang bersanakutan.

b. Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota menggunakan Pakaan Sipil Lengkap dengan peci nasional.

c. Calon anggota DPRD hasii Pemilihan Umum Tahun 2004, untuk pria rnenggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional, dan untuk wanita menggunakan pakaian nasional. Undangan bagi anggota TN:/POLRI menggunakan Pakaian Dinas Upacara, undangan sipil pria menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional dan undangan wanita menggunakan pakaian nasional.

BAB VII

PIMPINAN SEMENTARA DPRD

Pasal 14

(1) Selama Pimpinan DPRD belum dibentuk, DPRD dipirnpin oleh Pimpinan Sementara DPRD.

(2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

(3) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 15

(1) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 14 berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagai Ketua dan terbanyak kedua sebagai Wakil Ketua.

(2) Apabila Partai Politik yang bersangkutan tidak menunjuk Ketua atau Wakil Ketua, sebagai Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DPRD menunjuk seorang yang tertua dari Partai Politik pemenang pertama sebagai Ketua dan seorang yang termuda dari Partai Politik pemenang kedua sebagai Wakil Ketua.

(3) Apabila terdapat Iebih dari satu Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, penentuan Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD dilakukan secara musyawarah oleh wakil Partai Politik yang bersangkutan yang ada di DPRD.

(4) Apabila Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat kesepakatan untuKkmenentukan Ketua atau Wakil Ketua Sementara, Sekretaris DPRD menunjuk seorang yang tertua dan termuda usianya dad Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama.

Pasal 16

(1) Tugas pokok Pimpinan Sementara: DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyusun alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pads ayat (1), Pimpinan Sementara DPRD mempunyai tugas :

a. 
Memimpin rapat-rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan;

b. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua sernentara;

c. Menjadi juru bicara DPRD;

d. Mernpettanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD.

(3)
Pelaksanaan tugas Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara kolektif dan berakhir pada scat Pimpinan DPRD hasil pemilihan mengucapkan sumpah/janji.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Mei 2004

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO












